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BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

 

NOMOR 21 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG 

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati 
Bandung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat 

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian 
Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Perdahangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 849);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2020 Nomor 8); 

7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2020 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN 
RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bandung Barat diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4  

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan 
kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan 

bahan pengkajian di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan 
umum. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas; 

b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan dan keuangan, kepegawaian, dan umum dinas; dan 

c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian 

dan umum.  

(3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat; 

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis 
kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan 

umum; 

c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bagian 
perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum; 

d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan; 

e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran; 

f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan 
ketatalaksanaan; 

h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

i.      melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, 

perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; 

j.      melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional; 

l.      melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, 
LPPD, LKPJ Dinas; 

m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah; 

n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bagian perencanaan dan 

keuangan, kepegawaian dan umum; dan 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sekretariat terdiri atas  : 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan  

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5  

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan 

pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan 
keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis  di bidang 
perencanaan dan keuangan; 

b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan  tugas di bidang perencanaan 
dan keuangan; dan 

c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan 
keuangan. 

(3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan 
Keuangan; 

b. melaksanakan penyusunan  bahan koordinasi di bidang perencanaan dan 
keuangan; 

c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang 
perencanaan dan keuangan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem 

informasi dinas; 

e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, 

LPPD, LKPJ Dinas; 

f. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas; 

g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah 

serta pembayaran lainnya; 

h. melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan; 

j. melaksanakan administrasi anggaran Dinas; 

k. melaksanakan verifikasi keuangan; 

l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan 
pertanggungjawaban keuangan; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan 

n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal II 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat 

 

 Ditetapkan di Bandung Barat 
 pada tanggal 27 Juli 2021   

 Desemb Plt. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

  HENGKI KURNIAWAN 

 

 

 

Diundangkan di Bandung Barat 
pada tanggal 27 Juli 2021      Desember 2016 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 ASEP SODIKIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21 SERI D  

 


